
S A L I N A N
NOMOR 4/A, 2006

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 11  TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang pada

tahun 2008 membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak

dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Malang Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur,

Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3845);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4468);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4480);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 4593);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2004 Nomor 2 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Malang Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi

dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal  2

(1) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah medanai pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
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(2) Dana Cadangan dibentuk karena kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008 membutuhkan dana yang

cukup besar sehingga tidak memungkinkan dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN DAN BESARANNYA

Pasal 3

Dana Cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD dalam tahun

berjalan kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kontribusi tahunan penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan

dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

(1) Pengisian Dana Cadangan dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis

Pengeluaran Pembiayaan, Obyek Pencairan ke Dana Cadangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis

Penerimaan Pembiayaan, Obyek Pencairan dari Dana Cadangan.

Pasal 6

Besarnya Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tahun 2008 pada Tahun Anggaran 2007 dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00

(tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
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BAB IV

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Penyisihan Dana Cadangan dapat dilakukan setiap akhir triwulan dalam Tahun

Anggaran berjalan berdasarkan Laporan Triwulan dan Aliran Kas sisa waktu

pelaksanaan anggaran yang tersisa.

(2) Setiap penyisihan merupakan pengeluaran untuk Dana Cadangan yang

membebani APBD.

(3) Penyisihan dilakukan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan.

(4) Dana Cadangan disimpan dalam suatu rekening tersendiri atas nama Dana

Cadangan Pemerintah Kota Malang.

Pasal 8

Walikota menetapkan Pengelola Dana Cadangan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pengelola Dana Cadangan bertugas menerima, menyimpan, memindahbukukan ke

Rekening Kas Daerah, mencatat dan melaporkan secara berkala setiap triwulan

mengenai posisi dan perkembangan Dana Cadangan kepada Walikota dan selanjutnya

Walikota melaporkan ke DPRD.

Pasal  10

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan

belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan

dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap

dengan resiko rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan yang ditempatkan

dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah dana

cadangan.

Pasal  11

Tata cara pengelolaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
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BAB  V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan

secara transparan, akuntabel dan auditabel.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal  13

Jumlah Dana Cadangan yang ditransfer atau dipindahbukukan ke APBD dicantumkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan untuk membelanjai kegiatan

sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal  14

Jumlah Dana Cadangan ditransfer ke APBD paling lambat pada triwulan pertama dari

Tahun Anggaran.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 15

(1) Walikota menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan Dana Cadangan dan

melaporkannya secara berkala kepada DPRD.

(2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasal  17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal  27  Nopember 2006

WALIKOTA MALANG,

                                    ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal  29  Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

                              ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR  4  Seri  A

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.510 100 880
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 11    TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang

sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan,

pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara

Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui

beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi,

persipan pemilihan, penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan

penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta

penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Agar proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang

dapat berjalan lancar dengan didukung ketersediaan dana serta program

pembangunan dalam tahun anggaran tertentu tidak mengalami hambatan,

diperlukan pembentukan dana cadangan pada Tahun Anggaran 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal  1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan

Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut

dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian

dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan

sehingga para pihak yang berkaitan dengan Dana Cadangan Pemilihan
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Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar

dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan

karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan

teknis.

Pasal  2

Cukup jelas.

Pasal  3

Cukup jelas.

Pasal  4

Cukup jelas.

Pasal  5

Cukup jelas.

Pasal  6

Cukup jelas.

Pasal  7

Cukup jelas.

Pasal  8

Cukup jelas.

Pasal  9

Penempatan dana cadangan dalam bentuk deposito pada bank Pemerintah,

jatuh temponya paling lambat akhir dari keharusan mentransfer ke APBD

Tahun Anggaran 2008.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal  11

Cukup jelas.

Pasal  12

Cukup jelas.

Pasal  13

Cukup jelas.

Pasal  14

Cukup jelas.

Pasal  15

Cukup jelas.

Pasal  16

Cukup jelas.
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Pasal  17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 39


